SALINAIW

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi
Pemillhan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Struktur
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Meranti;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti
tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Meranti;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6512);

Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang
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Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

S. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 99);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 53 1);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun
2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;



Menetapkan

KESATU
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI.

Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi adalah Ketua dan Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
adalah  Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Meranti:

3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi terdiri atas:

a. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Meranti yang membidangi Divisi
Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi
Masyarakat;

b. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Meranti;

c. Kepala Subbagian yang membidangi Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat.

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah
Kepala Subbagian yang membidangi Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan
Dokumentasi adalah Kepala Subbagian pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Meranti;

6. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
adalah Staf yang ditunjuk oleh Atasan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada
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Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Meranti.
Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan Tugas dan
Wewenangnya berpedoman pada Peraturan Komisi
Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 1 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

KATMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM  KABUPATEN KEPULAUAN

MERANTI NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO. NAMA JABATAN DALAM TIM

1. | Katmuji Pembina PPID

2. | Hanafi Pembina PPID

3. | Romi Indra Pembina PPID

4. |Juwanda Pembina PPID

S. | Husni Setiawan Pembina PPID

6. | Afriadi Mahyu Atasan PPID

7. | Hanafi Tim Pertimbangan PPID

8. | Afriadi Mahyu Tim Pertimbangan PPID

9. | Bherry Tinanto Tim Pertimbangan PPID

10. | Bherry Tinanto Fejenat Pg:)fiii;ﬁi;maﬁ wan
11. | Loli Sastra Tim Penghubung PPID

12. | M. Amin Harahap Tim Penghubung PPID

13. | Marisa Natalia Natra K Tim Penghubung PPID

14. | Turanto Petugas P%iiinrz:nzi;rmasi dan
15. | Adriyan Proyoga Hutapea Petugas Piz(i){ir;na:nzizrmasi s
16. | Dwi Rahayu Petugas P%iiinssnir:;mam dan
17. |Yulanda Mayangsyari Petugas Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi




d .. . Petugas Pelayanan Informasi dan
18. | Dede Pujiastuti Dokumentasi
19 Wan N bed Petugas Pelayanan Informasi dan
' an Rurzabe Dokumentasi
T. Febri ) Hasbi Petugas Pelayanan Informasi dan
20. . Febrian Merlang Hasbi -
L. . L Petugas Pelayanan Informasi dan
21. | Shelincia Putri Andriani )
Dokumentasi
Petugas Pelayanan Informasi dan
22. | Adios Simanjuntak 8 A .
Dokumentasi
o e B e . n Petugas Pelayanan Informasi dan
23. | Rini Evitia Ningsih .
Dokumentasi
. . Petugas Pelayanan Informasi dan
24. | Sariwati :
Dokumentasi
Pet Pelayanan Informasi d
25. | Wan Ria Oktavia ugas relay friormast dan
Dokumentasi
26. | M. RafiD i Petugas Pelayanan Info'rmasi dan
Dokumentasi
Pet Pel Inf i
27. | Febiola Intan Triana ciigas teayanan Informasi dan
Dokumentasi
28. | Bas Al-Az Petugas Pelayanan Infqnnasi dan
Dokumentasi
29. | Asrizal Petugas Pelayanan Infqnnasi dan
Dokumentasi
Pet Pel Inf id
30. | Akbarsyah Muaz Yunus ctugas relayanan In o.rma51 an
Dokumentasi
31. | Mhd Azwan Petugas Pelayanan Infc‘;rmasi dan
Dokumentasi

Ditetapkan di Selatpanjang

pada tanggal 1 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya KATMUJI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

pPagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu




